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0. [bookmark: _Toc136918372]Penelitian Sebelumnya
Peneliti melakukan riset terlebih dahulu dalam menentukan judul yang akan diteliti saat ini, sehingga terdapat referensi-refensi yang menjadi acuan dan pembanding bagi penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut merupakan ringkasan judul dan hasil penelitian yang diperoleh sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian: 
1. Koordinasi camat dalam pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan tidak mampu di kecamatan gebang kabupaten cirebon
Penelitian ini dibuat oleh Nela Fahmiyati (2020) Mahasiswi Fisip Ilmu Administrasi Negara Unswagati Cirebon. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:
Berdasarkan Hasil penelitian tentang koordinasi camat dalam pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang telah dikemukakan	pada	bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan temuan dan hasil penelitian sebagai berikut:
a. Koordinasi Camat dalam pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan tidak mampu, Koordinasi adalah mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi, maka harus dilakukan dengan berbagai upaya yang akan menunjang keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan koordinasi berbagai unsur, lembaga yang ada pada agar dalam gerak langkahnya dapat serasi sesuai dengan keinginan pemimpin.
b. Pelayanan Administrasi Pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah suatu keadaan yang dapat menunjukan sejauh mana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin baik pelayanan maka semakin disukai oleh masyarakatnya sehingga pelayanan berjalan secara efektif dan efisien.
c. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi Hambatan Koordinasi dalam upaya pelayanan administrasi pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
1. Untuk dapat mengatasi terbatasnya pegawai yang ada, Kecamatan gebang ini seharusnya dapat mengontrol kembali dalam ruang unit  kerjanya.
2. Untuk mengatasi hambatan tersebut dalam keterbatasan alatnya sehingga dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu bisa mengulur-ngulur waktu yang seharusnya sehari jadi, karena keterbatasannya alat yang digunakan untuk membuat SKTM tersebut terlambat.
2. Koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten kolaka
Penelitian ini dilakukan oleh Agus Priyanto (2019) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun hasil dari penelitian menggunakan landasan teori koordinasi adalah sebagai berikut:

Untuk mengukur seberapa jauh efektivitas koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten kolaka peneliti menggunakan indikator koordinasi dengan 3 (tiga) unsur yaitu:
1. Agency Effort (usaha instansi), dilihat dari usaha instansi masing-masing pihak instansi dalam berkoordinasi baik dinas pemberdayaan perempuan dan perelindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka sudah melakukan usaha-usaha antar instansi dalam perlindungan anak diantaranya melakukan usaha sosialiasi ke sekolah-sekolah, bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum namun sejauh ini dalam melibatkan usaha-usaha antar instansi biasa terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya ego sektoral yang kemudian menimbulkan miss komunikasi.
2. Unity of Action (kesatuan tindakan), sejauh ini dalam proses koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perelindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka masih terdapat ketidaksadaran di setiap anggota instansi dalam melakukan perlindungan anak terhadap penyalahguna narkoba sehingga menghambat dalam proses koordinasi, seperti halnya dalam melakukan pencegahan awal sosialisasi ataupun bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum terjadi perbedaan pendapat dalam menjalankan tugas sehingga masih ada sebagian yang menjalankan tugas diluar kesepakatan bersama, ini membuktikan bahwa seorang pimpinan belum maksimal dalam memberikan usaha-usaha (kreatifitas dan inisiatif) ke pada bawahannya untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dilapangan.
3. Common Purpose (tujuan bersama), koordinasi yang dilakukan antara dinas pemberdayaan perempuan dan perelindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka telah mengedepankan tujuan bersama dimana seorang pimpinan instansi yang selalu memberikan arahan kepada setiap anggotanya ketika terjadi perselihan dalam bekerja agar proses koordinasi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba berjalan secara efektif dengan tujuan memberikan perlindungan anak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif dimulai dari bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum.
Selanjutnya peneliti menemukan jurnal penelitian lainnya sebagai bahan referensi peneliti dalam mendalami pentingnya koordinasi demi tercapainya tujuan kebijakan, dengan judul dan pembahasan yang ringkas sebagai berikut:
3. Koordinasi antar lembaga dan stakeholder dalam pengembangan taman bacaan masyarakat (studi kasus: taman flora dan taman ekspresi di kota surabaya)
Penelitian ini dibuat oleh Adi Hartono (2016) Mahasiswa Fisip Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga Surabaya. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan dari analisis di bab-bab sebelumnya, maka peneliti mampu menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian yaitu Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di bentuk pada tahun 2008 oleh Badan Arsip dan Perpustakaan (BARPUS) Kota Surabaya sebagai upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Surabaya. Program TBM terbentuk karena masih minimnya/kurang tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan di sekolah maupun umum di Kota Surabaya, selain itu juga ditambahi dengan masih sedikitnya kegiatan- kegiatan yang dilakukan di perpustakaan.
Banyak instansi yang dilibatkan diantaranya BARPUS Kota Surabaya, Perpustakaan Umum Kota Surabaya, BAPPEKO, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya serta kelurahan Genteng Surabaya, maka koordinasi yang ada pada Program TBM ini merupakan koordinasi horizontal. BARPUS Kota Surabaya juga selalu melakukan koordinasi dengan petugas TBM di lapangan dengan mengadakan kelas literasi dan seminar-seminar, maka dalam Program TBM ini juga melakukan koordinasi vertical. Koordinasi vertical dilakukan dengan pengarahan oleh atasan (BARPUS Kota Surabaya) untuk menyatukan kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya di TBM yang berada di Taman Flora dan Taman Ekspresi di Kota Surabaya dikarenakan masih sedikitnya jumlah TBM di taman-taman kota dan semakin banyaknya jumlah pengunjung TBM di taman kota. Teknik dan metode koordinasi yang digunakan dalam pelaksanaan program TBM menggunakan metode forum dan pedoman kerja. Pelaksanaan Program TBM ada beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Program TBM di Kota Surabaya. Faktor atau variabel tersebut diantaranya adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya dan faktor informasi. Koordinasi yang ada pada Program TBM sudah terlaksana secara maksimal dan minat baca serta aksesibilitas masyarakat Kota Surabaya sumber ilmu pengetahuan (buku) dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pengunjung Taman Bacaan Masyarakat dari tahun ke tahun.
4. Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar
Penelitian ini dibuat oleh Sitti Sahara Syamel, Abdul Mahsyar, Jaelan Usman (2020) Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji sebelumnya dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Tipe koordinasi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yakni tipe koordinasi horizontal. Dari tipe koordinasi horizontal tersebut. Dishub dan Satpol PP mengadakan rapat gabungan, rapat rutin dan rapat forum lalulintas yang dihadiri oleh setiap SKPD yang terkait. Dalam rapat tersebut mereka membicarakan tugas-tugas dan tanggung jawab serta membahas permasalahan yang terjadi seperti masalah kemacetan lalulintas di Kota Makassar.
Kemacetan yang terjadi di Kota Makassar salah satu penyebabnya yakni maraknya pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan bahu jalan sehingga para pembeli yang ingin bertransaksi langsung singgah di tempat tersebut dan akibatnya kendaraan para pembeli terparkir dan tempat jualan pedagang kaki lima bisa sampai menggunakan badan jalan. Tugas Dinas Perhungan hanya sekedar mengatur lalulintas agar tidak menyebabkan kemacetan.
Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP sangat minim karena dari pihak Dishub mengatakan jika koordinasi dilakukan melalui rapat gabungan, rapat rutin dan rapat forum lalu lintas. Akan tetapi, dari pihak Satpol PP mengatakan jika tidak usah diadakan dialog- dialog lagi karena sudah jelas ada surat perintah dan aturan-aturan yang sangat jelas.
5. penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Pekanbaru
Penelitian ini dibuat oleh Ilham Wan Sanjaya (2022) Universitas Islam Riau. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil analisa penelitian informan dan key informan terhadap seluruh sub indikator dari Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
1. Untuk melakukan kegiatan koordinasi media komunikasi yang digunakan bisa dilakukan secara langsung (pertemuan) atau secara tidak langsung (daring).
2. Untuk menertibkan pelanggaran asusila yang dilakukan pada tempat perhotelan langkah-langkah meningkatkan pengawasan adalah satu kunci penting dalam kegiatan koordinasi antar instansi ini.
3. Untuk memperluas jangkauan dalam pengawasan DPMPTSP dan Satpol PP sangat mengharapkan bantuan dari elemen masyarakat sekitar yang berada dekat dengan TKP.
4. Untuk melakukan kegiatan koordinasi tersebut kesepakatan sudah ditetapkan dalam satu tim yustisi dalam satpol pp yang mana dalam tim tersebut sudah ada anggota Polri, TNI AD, dan DPMPTSP, serta berkomitmen dengan melakukan kegiatan pembukaan ruang forum.
5. Untuk menjaga agar kegiatan koordinasi tetap bagus kedepannya para pihak yang terlibat/terkait ingin agar SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sarana dan Pra-sarana ditingkatkan/ditambahkan demi terlangsungnya kegiatan koordinasi ini.
Adapun penelitian sebelumnya yang menelaah terkait dengan koordinasi dalam pelayanan masyarakat terdapat pada tabel berikut:
Tabel 2. 1 
Penelitian Sebelumnya
	No.
	Judul Penelitian, nama peneliti, tahun penelitian
	Persamaan dengan Penelitian penulis
	Perbedaan dengan Penelitian penulis

	1.
	“Koordinasi Camat Dalam Pelayanan Administrasi          Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”
Nela Fahmiyati (2020)
	· Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif
	· Lokasi penelitian dilakukan dikecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
· Penelitian ini berfokus kepada koordinasi Camat dalam memberikan pelayanan SKTM untuk masyarakat di kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
· Hasil penelitian kurang konkret dalam penyelesaian masalah yang ada.

	2.
	“Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
Di Kabupaten Kolaka”
Agus Prianto (2019)
	· Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif
· Teori koordinasi yang digunakan menurut James D Mooney
	· Lokasi Penelitian di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara.
· Penelitian ini berfokus pada koordinasi antar instansi dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak.
· Hasil penelitian yang diperoleh pada bagian kesimpulan belum memecahkan koordinasi yang sesuai acuan teori. 

	3.
	“Koordinasi Antar Lembaga Dan Stakeholder
Dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Studi Kasus: Taman Flora Dan Taman Ekspresi Di Kota Surabaya)”
Adi Hartono (2016)
	· Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

	· Lokasi penelitian di kota Surabaya, provinsi Jawa Timur.
· Penelitian ini berfokus pada alur koordinasi antara lembaga dan Stakeholder dalam pengembangan Taman Bacaan Masyarakat.

	4.
	“Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar”
Sitti Sahara Syamel, Abdul Mahsyar, Jaelan Usman (2020)
	· Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

	· Lokasi Penelitian di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
· Penelitian ini berfokus pada koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Mengatur Lalu Lintas di Kota Makassar.
· Penelitian ini menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2006:86)

	5.
	“Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Pekanbaru”
Ilham Wan Sanjaya (2022)
	· Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

	· Lokasi Penelitian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
· Penelitian ini Berfokus kepada jalinan koordinasi antara DPMPTSP kota Pekanbaru dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban usaha perhotela
· Menggunakan teori koordinasi menurut Handayaningrat (2006:93) 



Berdasarkan tabel diatas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah:
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya di kabupaten cirebon
2. Penelitian terdahulu tentang Koordinasi sudah banyak dilakukan, namun sebanyak referensi yang peneliti kumpulkan belum ada yang meneliti koordinasi satuan polisi pamong praja dalam melakukan pelayanan masyarakat terkhusus di kabupaten Cirebon. 
Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.
[bookmark: _Toc136918373]Tinjauan Pustaka
2.2.1 Definisi Koordinasi
Demi tercapainya tujuan pokok organisasi dimana koordinasi merupakan suatu proses pengelompokan, pengumpulan, penghimpunan dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi harus direncanakan, dikembangkan, dipelihara secara terus menerus oleh organisasi dalam setiap kegiatan bersama atau yang mempunyai hubungan manfaat bagi orang banyak sehingga tujuan organisasi khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dapat terlaksana dengan baik.

Memang mengapa koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu organisasi atau usaha kerja sama karena koordinasi merupakan serangkaian kegiatan menyusun, menghubung-hubungkan, menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktifitas sehingga semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama, sehingga dengan adanya koordinasi dihindari terjadinya konflik, kesimpang siuran dalam melakukan kegiatan serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.
Pada hakekatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja (unit) yang lain. Jadi adanya ketergantungan atau interdepedensi inilah yang mendorong adanya kerjasama. Koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.
Koordinasi Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.
[bookmark: _Hlk138610715]Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003: 195).
Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Management yang dikutip Handayaningrat (2002:54) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan menurut G. R.Terry dalam bukunya, Principle of Management yang dikutip Handayaningrat (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi:
1.  Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut


Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni:
1. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama.
2. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar
bagian, agar saling berlomba.
3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. Esprit de Corps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.
Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.
2.2.2 Jenis-Jenis Koordinasi 
Koordinasi pemerintah daerah menuntut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan- kesulitan. Kemudian secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis-jenis koordinasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan koordinasi itu dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 20), bahwa ada dua jenis koordinasi utama yaitu :
1. Koordinasi Intern, koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal.
a. Koordinasi vertikal atau juga disebut sebagai koordinasi struktural dimana dalam pengkoordinasian terdapat hubungan hierarki artinya bahwa satu dengan lainnya barada pada garis komando. Misalnya koordinasi dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya yang berada pada lingkungan organisasi itu sendiri.

b. Koordinasi horizontal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki kedudukan setingkat antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh manajer perusahaan dengan manajer perusahaan lainnya.
c. Koordinasi diagonal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada garis komando. Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian terhadap kepala bagian kepegawaian.
2. Koordinasi Ekstern, juga termasuk koordinasi fungsional yaitu koordinasi ektern bersifat fungsional dan koordinasi itu pula bersifat horizontal dan diagonal.
a. Koordinasi ekstern bersifat horizontal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktorat bina program dengan kepala direktorat jendral bina marga.
b. Koordinasi ekstern bersifat diagonal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh kepala badan administrasi kepegawaian Negara dengan kepala biro kepegawaian tiap departemen.
Senada dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa ada tiga jenis koordinasi diantaranya koordinasi fungsional, koordinasi instansional dan koordinasi territorial menurut Rukmanayanti (2014).
1. Koordinasi fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan antara dua atau lebih instansi yang memiliki program berkaitan erat dengan program instansi lainnya.
2. Koordinasi instansional yaitu koordinasi yang dilakukan oleh beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu dan memiliki kesangkutpautan.
3. Koordinasi territorial yaitu koordinasi yang dilakukan antara dua atau lebih wilayah dengan program-program tertentu.
Dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi itu diperlukan kerja tim atau dalam hal ini koordinasi yang dilakukan antara orang yang memiliki wewenang atau tugas dibidangnya namun dalam pelaksanaan koordinasi tidak terlepas dari beberapa hambatan atau masalah yang dihadapi pada saat pengkoordinasiaan. Ini ditegaskan oleh beberapa pakar sebagaimana Handayaningrat dalam Arif (2015:17), mengatakan bahwa dalam pengkoordinasian khusunya koordinasi fungsional baik horizontal maupun diagonal itu tidak terlepas dari beberapa hambatan ini disebabkan antara yang mengkoordinasi keduanya tidak memiliki hubungan hierarki atau tidak memiliki garis komando (kekuasaan), serta hambatan lainnya dirasakan pada saat melakukan koordinasi vertikal ini disebabkan bahwa dalam perumusan tugas, wewenang dan tanggungjawab tiap-tiap unit kerja kurang jelas artinya bahwa dalam pelaksanaan tata kelola kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga timbul keragu-raguan diantara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi. Hambatan-hambatan inilah terkadang menimbulkan kesalahan yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pengkoordinasiaan dan berdampak pada pencapaian tujuan menurut Arif (2015:17).
Kemudian Arif (2015:17), peningkatan spesialisasi akan meningkatkan kebutuhan koordinasi dimana semakin besar derajat spesialisasi maka semakin sulit bagi manajer mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan- satuan berbeda. Ada beberapa tipe perbedaan dalam sikap dan mekanisme yang kemudian mempersulit tugas pengkoordinasian yaitu:
1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang baik, disatu sisi menganggap bahwa diversifikasi produk lebih diutamakan daripada kualitas produk dan disatu sisi lainnya menganggap bahwa biaya sebagai factor utama dalam kesuksesan organisasi.
2. Perbedaan dalam orientasi waktu, bahwa dalam organisasi baik privat maupun publik manajer terkadang akan lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan sesegera mungkin dalam kurun waktu yang pendek, ini biasanya terjadi pada masalah-masalah yang berlarut lama.
3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi, bahwa dalam pelaksanaan kerja sangat memerlukan komunikasi dan pengambilan keputusan yang cepat agar proses kerjanya lancar, namun hal ini terkadang dilakukan secara santai dan tidak terlepas dari pendiskusian yang berlarut sehinggap menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Perbedaan dalam formalitas struktur, bahwa tipe satuan dalam organisasi memiliki metode dan standar yang berbeda dengan tujuan mengevaluasi program sebagai bentuk balas jasa bagi karyawan.
Mekanisme koordinasi yaitu adanya kesadaran secara sukarela dari semua anggota dalam organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi untuk bekerjsama antar organisasi maupun antar instansi. Diperlukannya komunikasi yang efektif, tujuan kerjasama yang jelas, memintan ketaatan, kesetiaan dan disiplin kerja dari setiap pihak yang terlibat. Karena pada dasarnya terciptanya koordinasi dalam organisasi menunjukan organisasi aktif sebagai suatu system dan pemimpin memiliki peran sebagai fasilitator dan tenaga pendorong. Dalam kegiatan pengkoordinasian dasar terlebih dahulu kita mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang perlu diperhatikan. (Arif: 2015).
1. Hirarki Manajerial, dimaksdukan perintah, informasi, wewenang formal dan akuntabilitas harus dipertegas dan jelas ini memungkinkan tumbuhnya integrasi yang jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Aturan dan Prosedur, yaitu pengambilan keputusan-keputusan untuk menangangi masalah-masalah rutin sehingga dapat menjadi fungsi yang efisien untuk koordinasi dan pengwasan secara rutin.
3. Rencana dan Penetapan Tujuan, digunakan untuk pengoordinasiaan melalui pengarahan secara menyeluruh dalam organisasi terhadap sasaran yang sama ini diperlukan dengan aturan dan prosedur yang tidak lagi memiliki kemampuan memproses semua informasi yang dibutuhkan untuk mengoordinasikan kegiatan dalam organisasi.
Selanjutnya Rukmanayanti (2014), bahwa koordinasi semestinya memiliki pedoman penting yang menjadikan dalam pelaksanaan koordinasi lebih terfokus pada dasar dan pencapaian hasil diantaranya:
1. Terpusat, ini menunjukkan proses pengendalian sangat berguna dan penting untuk menghindari bagian-bagian yang bergerak sendiri karena dalam organisasi terdapat orang-orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda.
2. Terpadu, keterpaduan dalam pekerjaan menunjukkan adanya saling mengisi dan member satu sama lain.
3. Berkesinambungan, yaitu proses kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Menggunakan pendekatan muli instansional, artinya bahwa informasi yang relevan akan menghindarkan dari tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya.
Dalam pelaksanaan koordinasi diatas yang memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil tidak kalah pentingnya juga unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang sangat penting. Adapun unsur-unsur koordinasi sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syafiie (2011 : 34) sebagai berikut :
1. Agency Effort (Usaha Instansi)
Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan didalam organisasi atau instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
2. Unity of Action (Kesatuan tindakan)
Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.
3. Common Purpose (Tujuan bersama)
Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja.
Komunikasi sebagai kunci dalam kegiatan koordinasi yang efektif secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemprosesan informasi. Menunjukkan bahwa semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan semakin banyak membutuhkan informasi. Secara teoritis Stoner (1994), mengatakan ada beberapa pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif diantaranya sebagai berikut:
1. Teknik - Teknik Manajemen Dasar
Dengan menggunakan teknik-teknik manajemen dasar yaitu hirarki manajerial, rencana dan tujuan ini sebagai pengarah pelaksanaan kegiatan serta prosedur dan aturan.
2. Meningkatkan Koordinasi Potensial
Koordinasi potensial diperlukan bila setiap bagian saling bergantungan satu dengan lainnya serta lebih luas dalam ukuran dan fungsi.
3. Mengurangi Kebutuhan Akan Koordinasi
Dalam berbagai situasi adalah tidak efisiennya pengembangan cara pengkoordinasian tambahan, hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk pengelompokkan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas berdiri sendiri.
Dari beberapa penjelasan diatar mengenai koordinasi bahwa kebutuhan akan koordinasi tidak dapat dihindari karena setiap organisasi mempunyai unit- unit atau satuan-satuan yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki hubungan yang saling bergantungan. Menurut James D. Thompson dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015: 18), menyebutkan ada tiga macam saling ketergantungan di antara unit-unit organisasi yaitu:
1. Saling ketergantungan yang menyatu, artinya apabila unit-unit organisasi tidak saling bergantungan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan dan bergantung pada pelaksanaan kerja setiap unit yang bertujuan untuk memuaskan hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan, artinya suatu unit-unit organisasi diharuskan melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum unit lainnya bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik, artinya bahwa hubungan dan menerima antar satuan organisasi (simbiosis mutualisme).
Adanya saling ketergantungan menyebabkan koordinasi sangat dibutuhkan dalam mengintegrasi kinerja setiap unit bahwa peran koordinasi sebagai upanya membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung. Dengan terciptanya koordinasi yang baik antar unit dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan konflik sehingga proses kegiataan koordinasi berjalan dengan baik. Dan dengan demikian Siagian (2004 : 196),mengatakan mengapa perlu atau penting dilakukannya koordinasi diantranya sebagai berikut :
1. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dan sasaran.
2. Kesatuan langkah dalam mengemban visi dan misi.
3. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah sasaran organisasi.
4. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
5. Menghindari keterampilan berlebihan dari tujuan organisasi.
6. Memusatkan keterampilan spesialis ke arah tujuan organisasi.
7. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsure manajemen ke arah tujuan organisasi.
2.2.3 Tipe-Tipe Koordinasi
Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besaryaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:
a) Koordinasi vertikal (Vertical Coordination} adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unitunit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
b) Koordinasi horizontal (Horizontal Coordinatior) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
Sedangkan Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit- unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.
Faktor–Faktor yang mempengaruhi koordinasi Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:
a. Kesatuan Tindakan 
Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

b. Komunikasi 
Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”.
Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas- azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai
	kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma
	sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.
Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.
c. Pembagian Kerja 
Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuanya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian–bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.
d. Disiplin 
Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi ádalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada  bagian-bagian itu selesai pada  waktunya, sehingga Masing masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma norma sosial yang berlaku. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikiam disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.
2.2.4 Sifat-sifat Koordinasi
Hasibuan (2006:87), bependapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah:
a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. 
Asas Koordinasi adalah asas skala (scalar principle= hierarki) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. Scalar principle merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.
2.2.5 Tujuan Koordinasi
Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:
a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
d. 	Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.
Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:
a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan  serta  diarahkan  untuk pencapaian tujuan perusahaan.
c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.
2.2.6 Pendelegasian Wewenang 
Pengertian Wewenang Hasibuan (2006:64) berpendapat bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yag sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Henry Fayol dalam Hasibuan (2006: 65) berpendapat bahwa wewenang adalah hak untuk memerintah di dalam organisasi dan kekuatan membuat manajer dipatuhi dan ditaati. Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang (authority) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan.Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.
Teori Wewenang Menurut T. Hani Handoko (2003:212) membagi dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu:
a. Teori Formal (Pandangan klasik) Menurut teori ini, wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan ini mengangap bahwa wewenang berasaldari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ketingkat.
b. Teori Penerimaan (acceptance theory of authority) Teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (receiver). Tanggung jawab (responsibility) akan menyertai wewenang (authority). Dengan kata lain, bila mana seseorang diberikan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu maka orang tersebut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerimaan pekerjaan tersebut dikenal dengan tanggung jawab. Hasibuan (2006:70) berpendapat bahwa tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan (delegator) dan bawahan (delegate), dimana atasan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahan untuk dikerjakan. Bawahan harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang yang diterimanya kepada atasan. Jika tidak sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh atasan dari bawahannya.
Pengertian Pendelegasian Wewenang Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan susunan manajemen. Pendelegasian merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dengan adanya efektivitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan manajer sukses dan manajer tidak sukses. Setelah adanya tugas, wewenang dan tanggung jawab pada tiap-tiap individu maka selayaknya individu- individu tersebut setuju untuk memberikan pertanggungjawabannya atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Hal ini berkenaan dengan kenyataan bahwa akan selalu diminta pertanggungjawabannya atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Semua hal ini yaitu tugas, wewenang, tanggungjawab dan pertanggungjawaban merupakan unsur-unsur dari pendelegasian wewenang. Ralph C. Davis dalam Hasibuan (2006 : 72) berpendapat bahwa pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Manullang (2006) berpendapat bahwa pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya/bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas tugas itu sebaik baiknya serta dapat mempertanggung jawabkan hal hal yang didelegasikan kepadanya. 
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Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diangkat, atau dapat diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dari dasar teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Pada penelitian ini, mengkaji mengenai koordinasi satuan polisi pamong praja dalam pelayanan masyarakat kabupaten cirebon, terlebih pada bidang linmas, yang melayani berbagai pelayanan publik lalu dikorelasikan dengan teori koordinasi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. 
Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidangbidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).
Dalam pelaksanaan koordinasi diatas yang memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil tidak kalah pentingnya juga unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang sangat penting. Adapun unsur-unsur koordinasi sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syafiie (2011 : 34) sebagai berikut :
1. Agency Effort (Usaha Instansi)
Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan didalam organisasi atau instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
2. Unity of Action (Kesatuan tindakan)
Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya.Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.
3. Common Purpose (Tujuan bersama)
Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja.
Berdasarkan uraian teori yang telah disebutkan diatas, peneliti menggunakan teori dari James D Money dalam Syafiie (2011 : 34) dalam mengukur sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon khususnya pada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh bidang linmas, apakah sudah efektif atau belum, apa kendala yang dihadapi oleh bidang linmas dalam memberikan pelayan publik.
Adapun peneliti membentuk kerangka pemikiran yang akan digunakan pada penelitian ini, sehingga pengukuran masalah dapat lebih spesifik yang tergambar pada bagan berikut.
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